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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;
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Meningat

Menetapkan

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 13);

Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 271;

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 463);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pegawai di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau
ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
organisasi di lingkungan Kementerian.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS
dalam suatu satuan organisasi Jabatan.

Jabatan Struktural adalah dalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.

Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri,
yang pengangkatan dalam jabatan tersebut dan kenaikan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Kelas Jabatan adalah Kelas Jabatan adalah penentuan
dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai
suatu Jabatan.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan

kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 127 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja bagi
Pegawai di Lingkungan Kementerian Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2
Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan
jabatannya.
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Jabatan Struktural; dan
b. Jabatan Fungsional.
Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terdapat juga jabatan lainnya di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki
Kelas Jabatan.

Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan
Struktural tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan
Fungsional tercantum dalam Lampiran [I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan bagi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional

menjadi dasar penyusunan keputusan tentang pengangkatan,

pemindahan, serta alih tugas dalam dan dari Jabatan

dimaksud.
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BAB III
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5
Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat

diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6
(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7
Ketentuan teknis pemberian Tunjangan Kinerja dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di

lingkungan Kementerian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



2017, No.1862 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATANNYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan

1 2 3
) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan .

. Transmigrasi
2. 17
3. Kepala Biro Perencanaan 15
4. Kepala Bagian Perencanaan Umum 12
3. Kepala Sub Bagian Analisa Data Perencanaan 9
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal 9
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
8. Kepala Bagian Penyusunan Program 12
9. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program [ 9
10. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Il 9
11. | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program IIT 9
12. | Kepala Bagian Penyusunan Anggaran 12
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Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan

1 2 3
13. | Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran [ 9
14. | Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran 11 9
15. | Kepala Sub Bagian Penyusun Anggaran II 9
16. | Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 12
17. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 9
18. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan | 9
19. | Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I 9
20. | Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 15
21. | Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 12
22. | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran | 9
23. | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran Il 9
24. | Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran III 9

5 Kepala Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan
25. 12

Keuangan
26. | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9
27. | Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan 9
28. | Kepala Sub Bagian Pengelolaan Gaji 9
29. | Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan 12
30. | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 9
a1 Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Barang 5
| milik Negara

32. | Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan 9
33. | Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara 12
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Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan
1 2 3
34 Kepala Sub Bagian Administrasi dan Penatausahaan 9
. Barang Milik Negara

Kepala Sub Bagian Penghapusan Barang Milik Negara
35. 9

dan TPTGR
36. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
37. | Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum 15
38. | Kepala Bagian Kepegawaian 12

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan
39. 9

Pegawai
40. | Kepala Sub Bagian Administrasi Pegawai 9
41. | Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai 9
42. | Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan 12
43. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Menteri 9
44. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal 9
45. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri 9
46. | Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan 9
47. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
48. | Kepala Bagian Protokol 12
49. | Kepala Sub Bagian Layanan Acara 9
50. | Kepala Sub Bagian Layanan Perjalanan 9
51. | Kepala Sub Bagian Layanan Tamu 9
52. | Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 12
53. | Kepala Sub Bagian Perlengkapan 9
54. | Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pelaporan 9
53. | Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penyimpanan 9
56. | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama 15
57. | Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga 12
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Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan
1 2 3

58. | Kepala Sub Bagian Lembaga Negara dan Pemerintah 9
<9 Kepala Sub Bagian Lembaga Swasta dan Organisasi 9

‘ Kemasyarakatan
60. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
61. | Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi 12
62. | Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa 9
63. | Kepala Sub Bagian Publikasi 9
64. | Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Media 9
65. | Kepala Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan 12
6 Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi dan 9

" | Dokumentasi
67. | Kepala Sub Bagian Perpustakaan 9
68. | Kepala Sub Bagian Layanan Pengaduan Masyarakat 9
69. | Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri 12
70. | Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral 9
71. | Kepala Sub Bagian Kerjasama Multilateral 9
7 Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Asing Non 5

" | Pemerintah
73. | Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 15
74 Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang- 12

' Undangan
75. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan [ 9
76. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan 11 9
77. | Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan III 9
78. | Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum 12




-11-

2017, No.1862

Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan
1 2 3

79 Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Pertimbangan 9

" | Hukum
80. | Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
81. | Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 9
82 Kepala Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum 19

" | dan Perjanjian
83. | Kepala Sub Bagian Penelaahan Produk Hukum 9
84. | Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum 9
85. | Kepala Sub Bagian Perjanjian 9
86. | Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12
87. | Kepala Sub Bagian Organisasi 9
88. | Kepala Sub Bagian Tata Laksana 9
89. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 9
90. 17
o1 Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, s

. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
92. | Kepala Bagian Program, Anggaran dan Pelaporan 12
93. | Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan 9
94. | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran 9
95. | Kepala Bagian Analisa Hasil Pengawasan 12
96. | Kepala Sub Bagian Analisa Hasil Pengawasan 9
o7 Kepala Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 9

‘ Pengawasan
98. | Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan 12
99. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
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No. Nama Jabatan Struktural Kelas
Jabatan
1 2 3
100.| Kepala Sub Bagian Keuangan 9
101.| Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
102.| Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
103.| Kepala Sub Bagian Umum 9
104.| Inspektur I 15
105. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
106. | Inspektur II 15
107.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
108. | Inspektur III 15
109.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
110.| Inspektur IV 15
111.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
112.| Inspektur V 15
113.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
114. 17
115.| Sekretaris Direktorat Jenderal 15
116.| Kepala Bagian Perencanaan 12
117.| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
118.| Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
119.| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
120.| Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
121.| Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
122.| Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9
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Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan
1 2 3
123. | Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
124.| Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
125.| Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
126.| Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
127.| Kepala Sub Bagian Persuratan 9
128.| Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12
129.| Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
130.| Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
131 Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang 5
' Undangan
139 Direktur Perencanaan Pembangunan Kawasan 14
'| Perdesaan
133.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
134 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan »
'| Kawasan Perdesaan Wilayah I
135.| Kepala Seksi Perencanaan Program 9
136.| Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
137 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan »
'| Kawasan Perdesaan Wilayah II
138.| Kepala Seksi Perencanaan Program 9
139.| Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
140 Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan »
‘| Kawasan Perdesaan Wilayah III
141.| Kepala Seksi Perencanaan Program 9
142.| Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
143.| Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan 11
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No. Nama Jabatan Struktural Kelas
Jabatan
1 2 3

Kawasan Perdesaan Wilayah IV

144. | Kepala Seksi Perencanaan Program 9

145. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan

146. Kawasan Perdesaan Wilayah V H

147.| Kepala Seksi Perencanaan Program 9

148. | Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana

- Kawasan Perdesaan 14

150.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

11 Prasarana Wilayah I H

152.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

153.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

o4 Prasarana Wilayah II H

155.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

156.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

17 Prasarana Wilayah III H

158.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

159.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

100 Prasarana Wilayah IV H

161.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

162.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9
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No. Nama Jabatan Struktural Kelas
Jabatan
1 2 3

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan

103. Prasarana Wilayah V H

164.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi 9

165.| Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar 9

166.| Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan 14

167.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Ekonomi

18 Kawasan Perdesaan H
Kepala Seksi Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan

109 Perdesaan ?

170.| Kepala Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pusat

e Pertumbuhan Ekonomi H

172.| Kepala Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah 9

173.| Kepala Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Permodalan

1. dan Investasi H

175.| Kepala Seksi Pengembangan Permodalan 9

176.| Kepala Seksi Pengembangan Investasi 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Fasilitas

1. Usaha dan Pemasaran H

178.| Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi 9

179.| Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran 9
Direktur Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan

150 Perdesaan t

181.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya

182 Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I H
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Kelas
No. Nama Jabatan Struktural
Jabatan
1 2 3
183.| Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
184.| Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9
185 Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya .
'| Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II
186.| Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
187.| Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9
188 Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya »
'| Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III
189.| Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
190. | Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9
191 Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya »
'| Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV
192.| Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
193.| Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9
194 Kepala Sub Direktur Pengembangan Sumber Daya .
'| Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V
195.| Kepala Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi 9
196. | Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi 9
197.| Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas 14
198.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Pendampingan Manajemen
199. 11
dan Teknis
200.| Kepala Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen 9
201.| Kepala Seksi Pendampingan Teknis 9
Kepala Sub Direktorat Penyiapan Media dan
202. 11
Pembelajaran
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No. Nama Jabatan Struktural Kelas
Jabatan
1 2 3
203.| Kepala Seksi Penyiapan Media 9
204.| Kepala Seksi Pembelajaran 9
205. | Kepala Sub Direktur Kerjasama dan Kemitraan 11
206.| Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga 9
207.| Kepala Seksi Kemitraan Usaha 9
208.| Kepala Sub Direktur Keserasian Kawasan Perdesaan 11
209.| Kepala Seksi Identifikasi 9
210.| Kepala Seksi Fasilitasi 9
211. 17
212.| Sekretaris Direktur Jenderal 15
213.| Kepala Bagian Perencanaan 12
214.| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
215.| Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
216.| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
217.| Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
218.| Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
219.| Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9
220.| Kepala Sub Bagian Akuntanis dan BMN 9
221.( Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
222.| Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
223.| Kepala Sub Bagian Persuratan 9
224.| Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
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No. Nama Jabatan Struktural Kelas
Jabatan
1 2 3
225.| Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12
Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-
226. Undangan ?
227 .| Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
228.| Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
229.| Direktur Pelayanan Sosial Dasar 14
230.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
231.( Kepala Sub Direktorat Pelayanan Dasar 11
232.| Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa 9
233.| Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa 9
234.| Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Masyarakat 11
Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan
235. Anak 9
236.| Kepala Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial 9
237.| Kepala Sub Direktorat Adat dan Budaya 11
238.| Kepala Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal 9
239.| Kepala Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya 9
240.( Kepala Sub Direktorat Perlindungan Sosial 11
241.| Kepala Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa 9
242.| Kepala Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Akses
9. Informasi Masyarakat H
244.| Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi 9
245.| Kepala Seksi Pengelolaan Akses Informasi 9
246. | Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 14
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247.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Badan Usaha

248 Milik Desa H

249.| Kepala Seksi Fasilitasi Pembentukan BUM Desa 9

250.| Kepala Seksi Fasilitasi Pelembagaan BUM Desa 9
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Badan

2oL Usaha Milik Desa H

252.| Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa 9
Kepala Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha BUM

253. Desa 9

254.( Kepala Sub Direktorat Perdagangan Desa 11

255.| Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa 9
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan

296- Pemasaran ?

257.| Kepala Sub Direktorat Permodalan Ekonomi Desa 11
Kepala Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi

298 Masyarakat Desa ?

259.| Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro 9
Kepala Sub Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat

260. 11
Desa

261.| Kepala Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa 9
Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan

262. Desa 9
Direktur Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan

203 Teknologi Tepat Guna 1

264.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Hutan,

265. Pertanian dan Pertambangan H
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266 Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya 9
'| Hutan Dan Pertanian
Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya
267. 9
Pertambangan
268 Kepala Sub Direktorat Sumber Daya Air, Pertanahan »
'| dan Maritim
269 Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya 9
'| Air dan Pertanahan
Kepala Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya
270. 9
Pesisir dan Kelautan
271.| Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup 11
. Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup
272. 9
Desa
. Kepala Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup
273. 9
Desa
274.| Kepala Sub Direktorat Teknologi Tepat Guna 11
275 Kepala Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi 5
' Tepat Guna
. Kepala Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi
276. 9
Tepat Guna
277.| Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 14
278.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
; Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana
279. 11
Permukiman Desa
280.| Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa 9
Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan
281. 9
Permukiman Desa
282 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana »
) Transportasi Desa
283.| Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa 9
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284.| Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Tranportasi Desa 9
5 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana
285. 11
Pendukung Ekonomi Desa
286.| Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi 9
287 Kepala Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana 9
'| Pemasaran
Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana
288. 11
Elektrifikasi Desa
289 Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana 9
'| Elektrifikasi Desa
290 Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana 5
'| Elektrifikasi Desa
291 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana .
'| Telekomunikasi Desa
292.| Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa 9
293.| Kepala Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa 9
294. | Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa 14
295.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
296 Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kapasitas »
) Masyarakat Desa
297.| Kepala Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa 9
298 Kepala Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat 9
| Desa
Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan
299. 11
Pembangunan Partisipatif
300. | Kepala Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif 9
301.| Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif 9
302.| Kepala Sub Direktorat Advokasi Peraturan Desa 11




2017, No.1862

-292-

No. Nama Jabatan Struktural Kelas
Jabatan
1 2 3
303.| Kepala Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa 9
304. | Kepala Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa 9
305.| Kepala Sub Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa 11
306. | Kepala Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum 9
307.| Kepala Scksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa 9
Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan

308 Masyarakat Desa H
309. | Kepala Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa 9
310.| Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan 9
17
312.| Sekretaris Direktorat Jenderal 15
313.| Kepala Bagian Perencanaan 12
314.| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 11
315.| Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 11
316.| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
317.| Kepala Bagian Keuangan dan BMN 12
318.| Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
319.| Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 9
320.| Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
321.| Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
322.| Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
323.| Kepala Sub Bagian Persuratan 9
324.| Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
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325.| Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12
Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang
326. 9
Undangan
327.| Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 9
328.| Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
329.( Direktur Promosi dan Kemitraan 14
330.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
331.| Kepala Sub Direktorat Promosi dan Publikasi 11
332.| Kepala Seksi Promosi 9
333.| Kepala Seksi Publikasi 9
334.| Kepala Sub Direktorat Kemitraan Badan Usaha 11
335. | Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha 9
336. | Kepala Scksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha 9
337.| Kepala Sub Direktorat Kemitraan Masyarakat 11
338. | Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat 9
339.| Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat 9
310 Kepala Sub Direktorat Kemitraan Kelembagaan »
'| Pemerintah
Kepala Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan
341. 9
Pemerintah
349 Kepala Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan 5
"| Pemerintah
343 Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sarana "
'| dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
344.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
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345 Kepala Sub Direktorat Pembangunan dan »

' Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan

Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana
346. 9
Permukiman

347 Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana 5

| Kawasan
348 Kepala Sub Direktorat Pengembangan Prasarana »

‘| Permukiman dan Kawasan
349.| Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman 9
350.| Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Kawasan 9
351.| Kepala Sub Direktorat Penyerasian Lingkungan 11
352.| Kepala Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan 9
353.| Kepala Seksi Mitigasi Lingkungan 9
254 Kepala Sub Direktorat Evaluasi Perkembangan »

'| Permukiman dan Kawasan
355.| Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman 9
356. | Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan 9
57 Kepala Sub Direktorat Standarisasi Sarana dan »

'| Prasarana
358. | Kepala Seksi Standarisasi Sarana 9
359.| Kepala Seksi Standardisasi Prasarana 9
360. | Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi 14
361.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
362.| Kepala Sub Direktorat Produksi 11
363.| Kepala Scksi Produksi Tanaman Pangan 9
364. | Kepala Seksi Produksi Non Tanaman Pangan 9
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365.| Kepala Sub Direktorat Pengolahan dan Pemasaran 11
366. | Kepala Seksi Pengolahan Hasil 9
367.| Kepala Seksi Pemasaran Hasil 9
268 Kepala Sub Direktorat Lembaga Ekonomi dan »

'| Permodalan
369. | Kepala Seksi Lembaga Ekonomi 9
370.| Kepala Seksi Permodalan 9
371.| Kepala Sub Direktorat Kewirausahaan 11
372.| Kepala Seksi Pengembangan Wirausaha 9
373.| Kepala Seksi Kemitraan Usaha 9
374.| Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi 14
375.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
376.| Kepala Sub Direktorat Pangan dan Kesehatan 11
377.| Kepala Seksi Pangan 9
378.| Kepala Seksi Kesehatan 9
379.| Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pendidikan 11
380 Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan 9

'| Pendidikan Dasar

Kepala Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan
381. 9
Perguruan Tinggi

389 Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Mental Spiritual dan »

'| Seni Budaya
383.| Kepala Seksi Fasilitasi Mental Spiritual 9
384.| Kepala Seksi Fasilitasi Seni Budaya 9
385 Kepala Sub Direktorat Bina Kelembagaan .

'| Pemerintah dan Masyarakat
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386. | Kepala Seksi Kelembagaan Pemerintah 9
387.| Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat 9
388.| Direktur Pelayanan Pertanahan Transmigrasi 14
389.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
390.| Kepala Sub Direktorat Pengukuran Bidang Tanah 11
391.| Kepala Scksi Pengukuran dan Pembagian Tanah 9
392.| Kepala Seksi Pengukuran Tata Batas 9
393.| Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak Atas Tanah 11
394. | Kepala Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah 9
395. | Kepala Seksi Legalitas Hak Atas Tanah 9
396.| Kepala Sub Direktorat Advokasi Pertanahan 11
397.| Kepala Scksi Identifikasi Masalah Pertanahan 9
398. | Kepala Seksi Rekognisi dan Kompensasi 9
Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Pelayanan
399 Pertanahan H
400.| Kepala Seksi Pengolahan Data 9
401.| Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan 9
402. 17
403. | Sekretaris Direktorat Jenderal 15
404.| Kepala Bagian Perencanaan 12
405.| Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 9
406. | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 9
407 .| Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 9
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408.| Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara 12
409.| Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran 9
410.| Kepala Sub Bagian Pembendaharaan 9
411.| Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara 9
412.| Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12
413.| Kepala Sub Bagian Kepegawaian 9
414.| Kepala Sub Bagian Persuratan 9
415.| Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 9
416.| Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana 12
Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang
417. Undangan 11
418.| Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum 11
419.| Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9
420.| Direktur Bina Potensi Kawasan Transmigrasi 14
421.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Informasi
122 Potensi Kawasan H
423. | Kepala Seksi Identifikasi Kawasan 9
424.| Kepala Seksi Informasi Potensi Kawasan 9
425.| Kepala Sub Direktorat Advokasi Kawasan 11
426.| Kepala Seksi Penyiapan Bahan Advokasi 9
427 .| Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9
428.| Kepala Sub Direktorat Perencanaan Kawasan 11
429.| Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9
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430.| Kepala Seksi Penyusunan Rencana Kawasan 9

431.| Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Penetapan Kawasan 11

432. | Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

433.| Kepala Seksi Penilaian Kawasan 9
Kepala Sub Direktorat Mediasi dan Kerja Sama Antar

434. Daerah 11

435.| Kepala Seksi Mediasi Antar Daerah 9

436.| Kepala Seksi Kerja Sama Antar Daerah 9
Direktur Perencanaan Pembangunan dan

437. 14
Pengembangan Kawasan Transmigrasi

438.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Satuan

39: Kawasan Pengembangan H

440.| Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9
Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan

At Pengembangan °
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Satuan

2. Permukiman H

443.| Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 9

444 .| Kepala Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman 9
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Sarana dan

. Prasarana Kawasan H

446.| Kepala Seksi Perencanaan Sarana 9

447 .| Kepala Seksi Perencanaan Prasarana 9
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan

s Masyarakat H

449.| Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi 9
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450 Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial 9
' Budaya
451.| Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi 14
452.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
453.| Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Pencadangan Tanah 11
454.| Kepala Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah 9
455.| Kepala Seksi Pengurusan Status Tanah 9
456 Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Penataan »
'| Tanah
< Kepala Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan
457. 9
Tanah
458 Kepala Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan 9
'| Tanah
459. | Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Tanah 11
460.| Kepala Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan 9
461.| Kepala Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan 9
Kepala Sub Direktorat Dokumentasi Penyediaan
462. 11
Tanah
463.| Kepala Seksi Pengolahan Data 9
464. | Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan 9
465. | Direktur Pembangunan Pemukiman Transmigrasi 14
466.| Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9
A6 Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan »
'| Permukiman
468.| Kepala Seksi Penyiapan Lahan 9
469.| Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan 9
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470 Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi »

‘| sarana Permukiman
471.| Kepala Seksi Penyiapan Sarana 9
472.| Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana 9
473 Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Evaluasi .

'| Prasarana Permukiman
474.| Kepala Seksi Penyiapan Prasarana 9
475.| Kepala Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana 9
476.| Kepala Sub Direktorat Kelayakan Permukiman 11
477.| Kepal